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ABSTRAK

Pelecehan seksual merupakan sebuah ancaman untuk anak bangsa
perenggutan secara paksa atas diri seseorang menjadikan hilangnya harkat dan
martabat perlunya dorongan mental dari keluarga serta lembaga penegak hukum
perlu dilakukan secara intensif dan berkelanjutan pengesahan UU TPKS menjadi
sebuah awal yang baik untuk penanganan korban kekerasan sekusal dalam UU
TPKS membahas secara spesifik jenis kekerasan seksual yang dilakukan dan cara
seseorang itu melakukan kekerasan seksual. Pembentukan lembaga daerah yang
dibentuk untuk membantu korban kekerasan seksual seprti Dinas Pemberdayaan
perempuan dan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY dengan memberikan
pelayanan yang berupa pelayanan pendampingan, pelayanan medis, pelayanan
sikolog, pelayanan konsultasi dan layanan hukum bertujuan untuk memberikan
pertolongan kepada seseorang yang mengalami kekerasan. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui apasaja bentuk program dari DP3AP2 DIY untuk
menanggulangi korban kekerasan seksual yang dilihat dari segi implementasinya
didalam masyarakat serta melihat dari aspek maslahah dari program yang
dibentuk dan diberlakukan dimasyarakat oleh DP3AP2 DIY.

Pada peneltian ini UU TPKS menjadi dasar untuk DP3AP2 DIY dalam
proses implementasi program kerja yang telah dibentuk serta bagaimana DP3AP2
DIY dalam melakukan penanganan terhadap korban kekerasan seksual. pendektan
penelitian ini adalah pendekatan empiris dengan menggunakan pendekatan
sosiologis dimana penelitian ini datang langsung ke kantor DP3A2 DIY dengan
mengajukan pertanyaan secara struktur terkait dengan program kerja, jenis
pelayanan dan metode pendampingan korban kekerasan sekusal sebagai sumber
data utama sehingga penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan atau
field research. Kajian sosiologis terhadap implementasi UU TPKS menjadi fokus
kajian dimana DIY merupakan daerah wisata yang banyak didatangi oleh
wisatawan lokal maupun mancanegara sehingga rawan terjadinya kasus kejahatan
seksual maka kajian ini lebih melihat dari segi pelayanan dan pendampingan yang
dilakukan oleh DP3AP2 DIY dalam penanggulangan kasus kejahatan seksual.
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan,
efektivitas hukum dan maslahah mursalah untuk menganalisi hasil penelitian
lapangan yang dilakukan secara langsung kepada DP3AP2 DIY.

Hasil dari penelitian ini membahas secara keseluruhan bahwa DP3AP2
DIY mampu mengimplementasikan intisari dari UU TPKS dengan melakukan
sosialisasi secara virtual dan secara langsung serta bentuk pelayanan dan
pendampingan yang cukup optimal dalam penangaan terhadap korban jahatan
sekual sehingga secara lembaga DP3AP2 DIY mampu memberikan kemaslahatan
untuk umat manusia tertama untuk masyarakat DIY.

Keyword: DP3AP2 DIY, undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, efektivitas
hukum, maslahah mursalah



ABSTRACT

Sexual harassment is a threat to the nation's children. Forced deprivation
of one's self makes the loss of dignity and the need for mental encouragement
from the family and law enforcement agencies needs to be carried out intensively
and continuously. The ratification of the TPKS Law is a good start for handling
victims of sexual violence in the TPKS Law specifically discusses the types of
sexual violence committed and how someone commits sexual violence. The
establishment of regional institutions formed to assist victims of sexual violence
such as DP3AP2 DIY by providing services in the form of assistance services,
medical services, psychological services, consultation services and legal services
aims to provide assistance to someone who has experienced violence. This
research aims to find out what are the forms of programs from DP3AP2 DIY to
overcome victims of sexual violence in terms of its implementation in the
community and to see the mas}lah}ah aspects of the programs formed and
enforced in the community by DP3AP2 DIY.

Keywords: DP3AP2 DIY, sexual violence crime law, legal effectiveness,
maslahah mursalah.

In this research, the TPKS Law becomes the basis for DP3AP2 DIY in
the process of implementing the work program that has been formed and how
DP3AP2 DIY handles victims of sexual violence. the approach of this research is
an empirical approach using a sociological approach where this research comes
directly to the DP3A2 DIY office by asking questions in a structure related to
work programs, types of services and methods of assisting victims of sexual
violence as the main data source so that this research is included in field research
or field research. The sociological study of the implementation of the TPKS Law
is the focus of the study where DIY is a tourist area that is visited by many local
and foreign tourists so that it is prone to sexual crime cases, so this study looks
more in terms of services and assistance provided by DP3AP2 DIY in overcoming
sexual crime cases. In this study, researchers used the theory of policy
implementation, legal effectiveness and mas}lah}ah mursalah to analyze the
results of field research conducted directly to DP3AP2 DIY.

The results of this study discuss overall that DP3AP2 DIY is able to
implement the essence of the TPKS Law by conducting virtual and direct
socialization as well as a form of service and assistance that is quite optimal in
handling victims of sexual crimes so that as an institution DP3AP2 DIY is able to
provide benefits for humanity, especially for the community. DIYThe results of
this study discuss overall that DP3AP2 DIY is able to implement the essence of
the TPKS Law by conducting virtual and direct socialization as well as forms of
service and assistance that are quite optimal in handling victims of sexual crimes
so that institutionally DP3AP2 DIY is able to provide benefits for humanity,
especially for the people of DIY.

Keyword: DP3AP2 DIY, sexual violence law, legal effectiveness, maslahah mursalah
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD
1945, pada pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara
bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib
menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
Dalam kehidupan masyarakat yang serba kompleks, banyak dijumpai
penyimpangan-penyimpangan hukum yang berlaku, yang pada akhirnya
mengganggu ketertiban dan keteraturan hidup bermasyarakat dan
berbangsa. Hukum merupakan alat rekayasa sosial yang digunakan untuk
mengubah pola dan tingkah laku masyarakat menjadi sesuai dengan peraturan
yang dikehendaki oleh hukum.*

Negara hadir memberikan perlindungan kepada warga negara dalam
bentuk disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak
Pidana kekerasan Seksual yang dilatar belakangi oleh banyak kasus kejahatan
seksual yang terjadi di Indonesia. UU TPKS diajukan pada tahun 2012 yang
akhirnya disahkan pada tahun 2022. Pembentukan UU TPKS bertujuan untuk

memberikan keadilan bagi korban kejahatan sekusal yang terjadi di lingkungan

! Galih Orlando, “Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia”, Tarbiyah Bil
Qalam, Vol. Vi Edisi 1 Januari-Juni (2022).him. 50.



sekolah, di tempat umum maupun di lingkungan keluarga.” Terbatasnya peraturan
terkait dengan kekerasan seksual dalam KUHP menjadi salah satu faktor yang
melatar belakangi kurang optimal dalam penanganan kasus kejahatan seksual
sehingga banyak kasus yang tidak dapat diproses secara hukum, yang
mengakibatkan penjatuhan hukuman kurang sesuai dengan tindakan yang
dilakukan pelaku kepada korban. Tujuan  negara untuk  memberikan
perlindungan kepada seluruh warga negara terutama dalam tindak pidana
kejahatan seksual.® Kekerasan sekusal berarti suatu tindakan kejahatan yang
dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan melakukan paksaaan
peresetubuhan, menyentuh dan/atau memegang bagian sensitive seseorang atau
melontarkan kata yang tidak pantas kepada seseorang yang dinilai melecehkan
seseorang.”

Pembentukan DP3AP2 DIY sebagai Lembaga negara yang berada
dibawah naungan KEMENPPPA sebagai Lembaga yang bergerak dalam bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Kelembagaan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Gubernur

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 tentang Penulisan Nama

2 Tania Ellena Dharmanto dan Victor Immanuel Williamson Nalle, “Kebijakan Afirmatif
Dan Partisipasi Perempuan Dalam Pembentukan Undang-Undang”, Legalitas: Jurnal Hukum,
14(2), Desember (2022). him. 369.

* Nadhila Cahya Nurmalasari Dan Waluyo,” Efektivitas Undang-Undang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual Di Indonesia”, Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional VVolume 1, Nomor
1, (2022), him.60-61

* Uundang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual



Perangkat Daerah menjadi "Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
dan Pengendalian Penduduk. salah satu fungsi dari DP3AP2 DIY adalah fungsi
pelayanan yang diberikan oleh DP3AP2 berdasarkan buku panduan pelayanan
bagi perempuan dan anak korban kekerasan DIY, meliputi Perempuan korban
kekerasan (kekerasan seksual, korban KDRT) Anak (Perempuan dan Laki-laki)
korban kekerasan, Laki-laki dewasa korban kekerasan sebatas konsultasi, Korban
kekerasan perempuan dan anak. Sedangkan untuk alur pendapingan meliputi
penerimaan awal kasus, pengangan awal, penangan Kesehatan, rehabilistasi
social, penegakan dan bantuan hukum, pemulangan dan registrasi awal dan
terkahir adalah rujukan antara lembaga.”

Dilansir dari data SIGA angka kejahatan seksual dari tahun 2019
tercatat korban perempuan sebanyak sebanyak 124 korban, kemudian tahun 2020
tercatat sebanyak 319 korban, tahun 2021 sebanyak 285 korban dan tahun 2022
sebanyak 334 korban. Sedangkan korban laki-laki pada tahun 2019 sebanyak 1
korban, tahun 2020 28 korban, tahun 2021 sebanyak 24 korban dan tahun 2022
sebanyak 12 korban. Melihat dari angka kenaikan kekerasan sekusal dari tahun
2019-sekarang korban kekerasan seksual pada perempuan melangami peningkatan
sedangkan untuk korban kekerasan seksual pada laki-laki menglami penurunan.®

Era yang serba digital menjadi salah satu faktor pendukung kenaikan angka

> https://dp3ap2.jogjaprov.go.id/layanan

®https://siga.jogjaprov.go.id/data_dasar/index/198-jumlah-korban-kekerasan-terhadap-
perem puan-dan-anak-menurut-jenis-kekerasan-dan-lokasi



https://dp3ap2.jogjaprov.go.id/layanan
https://siga.jogjaprov.go.id/data_dasar/index/198-jumlah-korban-kekerasan-terhadap-perem%20puan-dan-anak-menurut-jenis-kekerasan-dan-lokasi
https://siga.jogjaprov.go.id/data_dasar/index/198-jumlah-korban-kekerasan-terhadap-perem%20puan-dan-anak-menurut-jenis-kekerasan-dan-lokasi

kejahatan seksual baik berupa kejahatan seksual verbal mapun non verbal yang
dilakukan oleh pelaku kepada korban.’

Proses sosialisasi yang dilakukan oleh DP3AP2 dilingkup sekolah
dengan menargetkan anak-anak dan guru untuk senantiasa berhati-hati terhadap
perilaku menyimpang seseorang dengan memberitahukan bagian tubuh mana
yang tidak boleh disentuh oleh sembarang orang seperti bagian pantat, dada dan
area wajah.® Selain lingkup sekolah DP3AP2 DIY melakukan sosialisasi kepada
masyarakat umum dengan memberikan informasi yang berupa bahayanya
kejahtaan seksual yang dapat di lakukan oleh siapa saja dan dimana saja terutama
pada perempuan dan anak dilungkungan sekolah mapun ditempat umum.®

Salah satu hambatan bagi DP3AP2 DIY adalah budaya patriarki yang
masih melekat pada diri masyarakat menjadi pengahambat proses Implementasi
kebijakan terkait kejahatan seksual. *°. Selain budaya patriarki rasa malu yang
dihadapi korban menjadi salah satu faktor penghambat lain. Anggapan bahwa

kejahatan seksual merupakan tindakan yang memalukan dan kerap Kkali

’ Hind Khalifeh, “Domestic and sexual violence against people with severe mental
illness: comparisons with the 2011/2012 National Crime survey for England and Wales”,
European Journal of Public Health, VVol. 24, Supplement 2, (2014).him.130

® Wawanara dengan Ibu Santi kepala bagian perlindungan dan pemberdayaan perempuan
pada tgl 13 Maret 2023, terkait dengan area tubuh yang tidak boleh disentuh oleh sembarangan
orang. Dimana sentuhan tersebut mengakibatkan munculnya nafsu sehingga menimbulkan
Tindakan yang berupa pelepcehan seksual.

° Bratadewa Bima Bayusuta dan Yohanes Suwanto, “Analisis Yuridis Undang-Undang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia” Jurnal Demokrasi Dan
Ketahanan Nasional| Volume 1, Nomor 1, (2022).hIm. 41

1% Rino Gohansen dan Didik Widiantoro, Psychological First Aid Bagi Anak yang
Beresiko Kekerasan Seksual di SDN 12 Buana Makmur Kecamatan Dayun, Psychology Science,
Vol.2 No. 3 (2022).him.875



mendapatkan sanksi sosial dimasyarakat. Masyarakat masih menganggap
kejahatan seksual dilatar belakngi oleh perempuan baik dari pakaian, suka
menggoda dan memamerkan badan. Sehingga dianggap hal yang pantas
didapatkan.

Rasa takut dan malu yang dialami korban menjadi faktor penghambat
penangan korban kejahatan seksual. Serta rasa takut tidak ada respon dari pihak
berwajib ketika membuat laporan terkait dengan kejahtan sekusal yang dialami.
Peningkatan pelayanan bagi korban kejahatan seksual harus dilaksanakan dengan
optimal oleh DP3AP2 DIY. Dengan memberikan kemudahan dalam hal pelaporan
dan penangan. Baik melalui pos-pos yang tersedia maupun secara daring dengan
menghubungi nomor yang telah disedaikan. Tidak bisa dipungkiri masyarakat
awam tidak seluruhnya mengetahui bagaimana tata cara untuk melaporkan dan
meminta pendampingan dari Pemberdayaan Perempuan. **

Melihat dari sudut pandang Islam suatu hukum dapat dikatakan mas/ahah
apabila dapat memberikan keadilan serta mampu memberikan ketentraman dan
berguna bagi banyak orang.** UU TPKS dapat memberikan kemaslhatan bagi

umat manusia tertuama korban kejatahan seksual untuk mendapatkan kepastian

! Nanik Mandasari, “Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (Studi
Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
DP3AP2 Provinsi Jambi)”, EBISMA(Economics, Business, Management, & Accounting
Journal)VVol. 2 No. 2, September (2022).him. 54

12 7akaria, Al Ishlah Kajian Tentang Sunnah, Bid’ah, Maslahat Mursalah Dan Maslah
Khilafiya,(Garut: Cet.1, IBN Azka Press, 2016), him.163



hukum dan keadilan serta diharapakan dapat memberikan efek jera bagi pelaku
dan menurunnya tingkat kehatan seksual secara legal. =3
Berdasarkan urainan diatas maka peneliti berfokus pada Lembaga

DP3AP2 DIY dikarenakan secara geografis provinsi Yogyakarta merupakan

salah satu provinsi yang memiliki luas wilayah terkecil di Pulau Jawa. Selain itu

Jogja merupakan salah satu kota wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan

lokal maupun mancanegara. Yogyakarta menjadi salah satu daerah yang rawan

akan kejahatan seksual kerena DIY menjadi salah satu tujuan wisata. Dengan

alasan tersebut tulisan ini berfokus pada efektifitas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2022 menurut pandangan DP3AP2 DIY perspektif Maslahah Mursalah.

B. Rumusan Masalah

1. Apa bentuk program yang telah  dilakukan oleh DP3AP2  dalam
Implementasi UU TPKS dimasyarakat?

2. Bagaimana Implementasi UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual dalam Pandangan DP3AP2 DIY ?

3. Bagaimana Implementasi UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual sebagaimana yang telah diprogramkan oleh DP3AP2
dilihat dari Maslahah?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

" Abdul Basith Junaidy, “Menimbang Maslahah Sebagai Dasar Penetapan Hukum
(Kajian terhadap Pemikiran Muhammad Abu Zahrah)”Al-Qanin, Vol. 18, No. 2, Desember
(2015).him. 326



a. Untuk mejelaskan tentang tanggapan dilihat dari segi pelayanan dan
pendampingan DP3AP2 DIY terhadap Implementasi Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
dimasyarakat.

b. Untuk mengetahui apakah DP3AP2 DIY sudah secara efektif dalam
mengimplementaskan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual dimasyarakat dilihat dari segi pelayanan
dan pendampingan.

c. Menjelaskan pandangan maslahah mursalah dalam pengesahan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2. Kegunaan Penelitian

a. Pada aspek teoritik, penelitian ini berupaya untuk:

Secara teoritis penelitian meninjau secara efektivitas hukum atas
pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak
Pidana Kekerasan Seksual yang diharapkan mampu memberikan wacana
keilmuan baru tentang tindak pidana kekerasan seksual yang dikemas
dalam sudut pandang normatif maupun yuridis. Menyajikan sudut pandang
maslahah mursalah  terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022
Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

b. Aspek praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi atas
permasalahan yang berhubungan dengan kekerasan seksual, tindak pidana

kekerasan seksual serta penegakan hukum bagi korban agar tetap



mendapat keadilan. Serta melihat dari sudut pandang Pemberdayaan
Perempuan terhadap disahkannya UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang

Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

D. Telaah Pustaka

I* berisi

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh M. Chaerul Risa
tentang Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang masih menjadi
masalah utama di masyarakat. Kasus kekerasan seksual khususnya yang terjadi
pada anak di Kota Makassar sepanjang 2021. Dalam penelitian ini peneliti
menjelaskan tentang bagaimana proses perlindungan hukum bagi korban
kejahatan seksual yang terjadi pada anak dengan melihat aspek hukum yang
berlaku dalam ketentuan UU TPKS setelah disahkan oleh pemerintah. Serta
dengan mengkaji peran aktif DPPPA Makasar dalam ikut andil menangani kasus
kejahatan sekusal pada anak. Sehingga penagana korban kejahatan seksual bisa
diminalisir dengan penaganan yang tepat. Penelitian ini berbasis Penelitian yang
digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan jenis penelitian
kualitatif (qualitative method) yang menggunakan pendekatan interdisipliner,
Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak (DPPPA) Kota Makassar. Kesimpulan dari peneltian diatas adalah Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar

% M. Chaerul Risal,. “ Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca
Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual : Penerapan dan Efektivitas”
dalam jurnal Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Volume 11 No 1, June
(2022).him.79-90



dalam mencatat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir lonjakan kasus kejahatan
seksual sebanyak 302 kasus. Jumlah kasus tersebut mengalami peningkatan

dibandingkan tahun sebelumnya pada tahun 2020, yakni 52 kasus.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh | Putu Bagus Darma Putra
membahas tentang tindak pidana kekerasan seksual di Wilayah Hukum Polres
Jembrana telah ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal Unit Perlindungan
Perempuan Dan Anak. Penanganan terhadap tindak pidana kekerasan seksual
dilakukan dengan tatacara yang berbeda terhadap orang yang sudah dewasa
dan/atau terhadap anak di bawah umur sebagaimana unsur ketentuan pasal-pasal
dalam KUHP. Selanjutnya terhadap korban akan dilakukan upaya perlindungan
antara lain seperti rehabilitasi dari lembaga internal dan eksternal terkait,
pencegahan pemberitaan dengan penyebutan identitas secara jelas di media masa
termasuk upaya meminimalisir pelabelan, serta memastikan pemberian rasa aman
bagi saksi dan ahli korban, baik saksi fisik, psikologis maupun sebagai saksi di
lingkungan masyarakat, dan menyediakan akses ke informasi tentang kemajuan

kasus perkaranya.®

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Cut Layli Maulidini membahas
tentang Pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman yang relatif ringan
kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum

PN Sabang dilihat dari modus peran si pelaku dalam melakukan perbuatannya.

5| Putu Bagus Darma Putra,. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan
Seksual Di Wilayah Hukum Polres Jembrana”. Dalam jurnal Jurnal Kertha Semaya Vol. 10 No. 7
Tahun (2022).
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Upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dilakukan
dengan cara upaya preventif, yaitu Pemerintah Kota Sabang dalam hal ini Dinas
Pendidikan bersama-sama dengan aparat penegak hukum saling berkoordinasi
dengan masyarakat untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan di sekolah-
sekolah dengan menanamkan nilai pendidikan dan pemahaman yang baik kepada

anak..'®

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Andi Megandara Santri
Ramadhan dkk.'’dalam penlitian ini membahas tentang pemberian layanan
terpadu pada korban kekerasan perempuas dan anak di kabupaten Maros. Fokus
utama peneltian ini terletak pada perlunya peningkatan pelayanan (P2TP2A)
sebagai Lembaga memberikan perlindungan dan pelayanan untuk korban
kekerasan pada perempuaan dan anak. Munculnya pelaporan terkait kekerasan
yang berupa kekerasans sekusal pada anak yang mengalami peningkatan dari
tahun 2018- sekarang sehingga peningkatan pelayanan perlu dilakukan. Adapun
bentuk pelayanan pendampingan (P2TP2A) Maros meliputi, pelaporan secara
langsung, pelapor dirujuk oleh lembaga-lembaga pemerhati, masyarakat atau
media massa, pelapor datang dengan cara dijangkau oleh petugas, kemudian
layanan atau pendampingan kesehatan/ pemulihan medis, selanjutnya akan

mendapatkan pelyanan hukum, layanan pemulihan psikologis dan spiritual dan

6 cut Layli Maulidini, “Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Suatu
Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sabang)” dalam jurnal JIM Bidang Hukum
Pidana : Vol. 4, No.4 November (2020).him.717-720.

Y Andi Megadara Santri Ramadhana, “Upaya Pemulihan Terhadap Anak Korban
Kekerasan Seksual Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak
(P2TP2A) Di Kabupaten Maros”, jalam jurnal | limiah Ecosystem, Volume 22 Nomor 1, (2022).
him, 49-72.
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terakhir akan mendapatkan layanan psikososial dsb. Dalam hal pemberian layanan
diharapkan mempermudah pelporan dan pendampingan oleh pidak (P2TP2A) Maros

sehingga penanggulangan kasus kekerasan pada anak dapat diatasi dengan baik.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Ludvia Devid Puspa Satwini
& Tito Inneka Widyawati'® penelitian ini membahas tentang upaya yang
dilakukan oleh DPPPA Kabupaten Tanggerang dalam menanggulangi kasus
pedofilia yang terjadi pada anak-anak. Dalam hal penganan kasus kekrasan
sekusal yang dilakukan oleh orang dewas kepada anak atau pedofilia menjadi
acaman bagi anak-anak dan menghambat proses pendewasaaan anak yang
mengakibatkan trauma dan dan dampak psikis lainnya. Perlunya pendampingan
yang matang kepada anak-anak korban pedofilia perlu dilakukan oleh dinas
DPPPA Tanggerang. Hambatan utama dalam pennaganan kasus kejahatan sekusal
adalah Beberapa hambatan yang di alami oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang yaitu kurangnya Sumber Daya
Manusia, hal ini menyebabkan penaganggulanagan kasus terhadap korban dapat
terhambat, terlebih lagi jika jumlah korban cukup banyak. pada dasarnya pelayan
sudah dilakukan dengan baik hanya saja factor SDM menjadi hal yang perlu

diperhatikan olen DPPPA Tanggerang.

¥ udvia Devid Puspa Satwini & Tito Inneka Widyawati, “Peranan Dinas Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menanggulangi Kasus Pedofilia Di Kabupaten
Tangerang”, Dalam Jurnal Jurnal Ilmu Administrasi, Vol 17 No. 1, (2020). him.50-62.
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Keenam, penelitian yang dilakukan oleh  Karina  Putri
Widiyaningtyas.'® pada penelitian ini berfokus pada peran DSPPPA Kabupaten
Demak dalam mangani kasus kekerasan terhadap anak, dalam penelitian ini
Dinsos P2PA menjadi fokus utama dalam hal pelayanan yang meliputi pelayanan
pencegahan (berupa memberikan infromasi, edukasi dan soisalisasi) dan
penanganan. Pencegahan yang dilakukan oleh dinsos P2PA dilakukan dengan
penyuluhan secara langsung ke desa maupun kesekolah. Selain itu bentuk
pangangan meliputi pemulihan fisik, psikis, medicolegal, pemulangan korban,
memberikan pemulihan dan pendampingan. Hal ini bertujuan untuk
menanggulangi kasus kelerasan sekusal pada anak atau pedofil agar dapat

ditangani dengan tepat dan cepat.

Atas dasar itu, fokus penelitian ini terletak pada peran utama DP3AP2
DIY dengan melalukan wawnacara secara langsung kepada DP3AP2 DIY
sebagai sumber data utama. Dengan memberikan pandangan DP3AP2 DIY
terhadap UU TPKS serta melihat bagaimana kinerja serta bagaimana upaya yang
dilakukan oleh DP3AP2 DIY dalam hal pelayanan dan pendampingan. Kemudian
melihat aktualisasi dari sudut pandang DP3AP2 DIY apakah sudah diterapkan
secara efektif atas pembentukan UU TPKS dimasyarakat. Kontesks fokus studi
aktualisasi yang berfokus pada DP3AP2 DIY yang berperan memberikan
perlindungan serta pendampingan terhadap korban kejahatan sekusal serta melihat

bagaimana DP3AP2 DIY dalam melaksanakan tupoksinya di masyarakat.

9 Karina Putri Widiyaningtyas, “Peran Dinas Sosisal Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Dalam Menangani Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Demak”,
Dalam Jurnal Kajian Konstitisi, Volume 2, Issue 1, (2022), him. 99-134.
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Kemudian melihat secara aktual berdasrkan sudut pandang Maslahah Mursalah.
Dimana suatu hukum bisa berlaku dengan baik apabila mampu memberikan
jaminan keselamatan serta keadilan bagi masyarakat. Yang membedakan dari
penelitian lain terlatak pada sudut pandang islam yang digunakan peneliti

sehingga menjadi ciri khas yang peneliti gunakan.

E. Kerangka Teoritis

1. Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Solichin Abdul Wahab dalam bukunya yang berjudul Analisi
Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan,
implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang individu atau oleh
pejabat, pemerintah atau kelompok swasta untuk mencapai tujuan yang digariskan
dalam suatu keputusan kebijakan. Menurt solichin pengimplementasian suatu
kebijakan memiliki ciri-ciri dilihat dari suatu tindakan yang berorirntasi kepada
pencapaian tujuan serta terdiri dari tindakan yang mengarah pada tujujuan
tersebut yang dilakukan secara terstruktur dan bersifat positif. Singkatnya hakikat

dari pengimplementasian kebijakan publik meliputi:*°

a. Policy demands (tuntutan kebijakan).
b. Policy decisions (keputusan kebijakan).

c. Policy statements (pernyataan kebijakan).

%% Solichin Abdul Wahab. « Analisis Kebiajakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-
Model Implementasi Kebijakan Publik”, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012).him. 24
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d. Policy outputs (keluaran kebijakan), dan

e. Policy outcomes (hasil akhir kebijakan).

Denga tujuan untuk memperluas suatu kebijakan kepada seluru
kangan masyarakat. > Maka suatu kebijakan perlu diimplemtasikan karena
terdapat beberapa permasalahan yang perlu dipecahkan dan mendapatkan solusi
menurt Edwards 111 Memperkenalkan pendekatan masalah implementasi dengan
mempertanyakan faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat
keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan pertanyaan retoris tersebut
dirumuskan empat faktor sebagai sumber masalah sekaligus prakondisi bagi
keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi,sumber daya, sikap birokrasi
atau pelaksana, dan struktur organisasi termasuk tata aliran kerja birokrasi.?
Keberhasilan suatu kebijakan harus memprhatikan beberap aspek implementasi
kebijakan seprti Struktur Birokrasi/ kewenangan, Komunikasi, Sumber daya dan
Disposisi atau sikap dari pelaksana. Apabila dalam kempat aspek ini sudah dapat
terkondisikan dengan baik maka implementasi kebijakan yang akan dilaksanakan
dapat berjalan dengan baik. Yang kemudian diakhiri dengan evaluasi terhadap

kebijakan yang telah di Implementasikan.?

! Abdullah Ramdhani dkk, “Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik”, dalam
jurnal Jurnal Publik Vol. 11; No. 01, (2017).him.3

2 Yulianto Kadji, “Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan
Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas”, (Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo Press,
2015).him.47.

% Desrinelti Desrinelti, “Kebijakan publik: konsep pelaksanaan”, dalam jurnal JRTI
(Jurnal Riset Tindakan Indonesia), Vol. 6, No. 1, (2021).him.86.
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Munculnya kebijakan terkait dengan kejahatan seksual dengan
dibentuknya UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan
Seksual, menjadi sebuah regulasi baru yang perlu diapresiasi dan diimplentasikan
dengan sehingga peran serta Lembaga yang menangani kasus kejhatan seksual
harus koopratif dan tanggap dalam menanggapi laporan yang masuk agar
mendapatkan penanganan yang lebih intensif. Sebagai Lembaga yang ikut serta
menangani kasus kejahatan kesual DP3AP2 DIY harus memberikan pelayanan
yang baik dan komprehensif. Suatu kebijakan dapat terimpelemtasi dengan baik

apabila Lembaga serta masyarakat dapat bekerja sama dengan baik.
2. Efektifitas hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian
dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.®*
Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan
hasil yang sesungguhnya yang dicapai. Efektivitas adalah kemampuan
melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu
organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara
pelaksanaannya.25 Menurut Soerjono Soekanto efketifitas adalah sebagai kaidah

merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir

* Diana Tantri Cahyaningsih,” Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony

Allot”,jurnal rechts vinding, 27 Maret (2020).him. 3

% Djaenab,” Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat”, Ash-Shahabah
Jurnal Pendidikan Islam Volume 4, Nomor 2, Juli (2018).him. 2
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yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran

yang dogmatis.”®

Efektifitas hukum menurut Lawrence M. Friedman dalam bukunya
The Legal System A Social Science Perspective mengemukakan bahwa suatu
hukum dapat dikatan efektif diberlakukan di masyarakat apabila memenuhi tiga

syarat yaitu: 2

a. Substansi Hukum (legal subtance).

Substansi hukum adalah norma, pola tingkah laku manusia, serta
aturan hukum tertulis maupun hukum yang hidup dan berlaku dalam
masyarakat. Lawrence M.Friedman menggunakan teori H.L.A Hart
menyatakan bahwa substansi hukum tersusun dari peraturan dan ketentuan
mengenai bagaimana suatu institusi itu berperilaku. Berupa output dari sistem
hukum, vyang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang
digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.

b. Struktur Hukum (legal structure).

Menurut Friedman, struktur hukum disebut juga sebagai pranata
hukum, vyaitu kerangka yang memberikan bentuk dan batasan terhadap
keseluruhan. Unsur dari struktur hukum adalah struktur institusi-institusi

penegak hukum, seperti: kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga

%6 Ria Ayu Novita, “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960
Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan
Bayan, Kabupaten Purworejo”, Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 2, Tahun (2017).him.
3-5

%7 Lawrence M. Friedman,” The Legal System A Social Science Perspective” terjemah
M.khozim, cet 2, (Bandung:Nusa Media, 2009), him. 124
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pemasyarakatan. kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan
berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut.
Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu
memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara
teratur.

Budaya hukum (legal culture).

Menurut Lawrance M. Friedman, budaya hukum adalah sikap manusia
terhadap hukum yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari
atau disalah gunakan. Lawrance M. Friedman membagi budaya hukum
menjadi internal legal culture yaitu budaya hukum para hakim dan pengacara
atau penegak hukum pada umunya dan external legal culture yaitu budaya
hukum yang hidup di masyarakat luas.

Budaya hukum merupakan bagian dari budaya umum- kebiasaan,
opini, cara bekerja dan berpikir- yang mengikat masyarakat untuk mendekat
atau menjauh dari hukum dengan cara khusus.Dalam kerangka pikir yang
demikian, Friedman memandang bahwa dari ketiga komponen di atas, budaya
hukum merupakan komponen yang paling penting. Budaya hukum dipandang
sangat menentukan kapan, mengapa dan di mana orang menggunakan hukum,
lembaga hukum atau proses hukum atau kapan mereka menggunakan
lembaga lain atau tanpa melakukan upaya hukum. Dengan kata lain, faktor
budaya merupakan ramuan penting untuk mengubah struktur statis dan
koleksi norma ststis menjadi badan hukum yang hidup. Budaya hukum

merupakan elemen sentral dari suatu reformasi hukum yang berhasil.
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Menurut Friedman, hal ini benar karena budaya hukum-lah yang melemahkan
perubahan-perubahan dalam lembaga hukum dan hukum yang sebenarnya;
dengan demikian, budaya hukum adalah ‘sumber hukum norma-norma yang
dimilikinya menciptakan norma hukum. Budaya hukum dapat berubah setiap
saat sebagai akibat dari semakin berkembangnya kesadaran hukum.
Syarat-syarat efektifitas hukum meliputi®® Undang-undang harus
dirancang secara baik dan jelas, sehingga kaidah-kaidah atau patokan
bertindak dapat dipahami. Undang-undang harus bersifat melarang, karena
pada umumnya hukum yang bersifat melarang lebih mudah dijalankan.
Sedangkan Faktor-faktor efektifitas hukum dalam masyarakat salah satunya
melihat dari segi etika, batas wewenang, memahami dan terampil
melasanakan hukum®kemudian Sikap Tindak Terhadap Profesi..*°
Berdasarkan teori efektifitas hukum, fokus utama efektifitas hukum
lebih menekankan  pada  bagaimana  suatu Lembaga  bisa
mengimplementasikan suatu kebijkan yang dibuat oleh pemerintah berjalan
dengan baik. Maka DP3AP2 DIY sebagai Lembaga yang bergerak dalam
bidang pelayana publik diharapakan mampu menginplementasikan dengan

baik atas UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

% Zakia Mislika, “Efektivitas Hukum dalam Masyarakat dan Apa Saja Syaratnya?",
diakses pada 28 Februari 2023 pada https://ww w.kompasian a.com/zakiami slika3719/6
396876d906be b15022a4172/ efektivitas-hukum-dalam-masyarakat-dan-apa-saja-syaratnya

*® Soerjono Soekanto,” Efektifitas Hukum Dan Penerapannya Sanksi”, (Bandung:
Remadja Karya, 2019), him. 51

% hid., 52-53.
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DP3AP2 DIY harus ikut andil dalam pelaksaan UU TPKS dengan
memberikan pelayanan yang berupa sosialisasi kepada masyarakat terkait
dengan kejahatan seksual dan memberikan pedampingan terhadap korban
kejahatan seksual. Dalam data yang di unggah oleh DP3AP2 dalam SIGA
korban kasus kejahatan seksual semakin tinggi dari tahun ke tahun. perlunya
memperluas jangkauan sosialisasi untuk menekan angka kenaikan kasus
kejahatan seksual. Karena tak banyak kejahatan seksual yang terjadi
diselesaikan dengan cara dinikhakan antara pelaku dan korban serta
perjanjian damai oleh kedua belah pihak dengan besrta denda.

Dari penjelasan diatas peran penting DP3AP2 harus lebih
komprehensif dalam pelyanan dan pendampingan yang diberikan sehingga
penanganan kasus kejahatan seksual yang diperoses di kepolisian dapat
terlaksana dengan baik. Trauma yang di alami korban akan mejadi racun yang
mematikan bagi korban kejahatan sekusal perlunya penangan bukan hanya
dalam hal melaporkan dan memenjarakan pelaku tapi pendampingan dalam
hal psikis korban perlu dilakukan. Dikutip dari buku Pedoman Penanganan
Korban Kekerasa Penyelesaikan Perkara terkait dengan korban pelcehan
sekusal dapat dilakukan dengan melakukan pengaduan dan peromohonan
pendampingan. Dengan cara datang langsung ke DP3AP2 DIY atau melalui
call center yang telah disediakan. DP3AP2 juga bekerja sama dengan mitra
yang sudah ditentukan seperti KUA, Pemberdayaan Perempuan Sodo Utami
Bantul dsb. dengan berfokus pada upaya pencehagan kejahatan seksual selain

itu setiap mitra yang bekerja sama dengan DP3AP2 DIY kan diberikan buku
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panduan yang berupa buku yang sudah dicetak. Dimana setiap anggota
mendapatkan satu buku panduan. Hal ini bertujuan untuk memberikan

edukasi terkait bagaimana pelayanan dan cara meminta pendampingan.

3. Al-Maslahah

a. Pengertian Maslahah

Maslahah mursalah merupakan kata-kata yang diinduksi dari bahasa
Arab dalam bentuk sifat-maus0f, terdiri dari dua kata, yaitu AMaslahah dan
mursalah. Sebelum diuraikan pengertian Maslahah Mursalah secara khusus,
terlebih dahulu dilihat pengertian maslahah secara umum. Kata mursalah
merupakan participle pasif atau ism al-maf il dari kata arsala yang kata kerja
(fi’l) suladsi-nya berbentuk rasala. Secar etimologis mursalah berarti
mutlagah,yang berarti terlepas atau bebas. Sehingga kata AMaslahah Mursalah
dalam beberapa literatur disebutkan dengan AMas/iahah mutlagah dan ada juga
yang menyebutnya dengan mundasib mursal, bahkan ada juga yang menyebutnya
dengan istilah istislah. Dengan demikian jika kedua kata tersebut disandingkan

dalam bentuk maslahah mursalah atau al-maslahah al-mursalah, dalam bentuk
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atau sebagai sifat-mausdf, maksudnya adalah terlepas atau bebas dari keterangan

yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.®

Mursalah menurut bahasa berarti terputus atau terlepas. Dengan demikian,
maslahah mursalah berarti manfaat yang terlepas. Maksudnya adalah manfaat atau
faedah tersebut tidak disebutkan atau diungkapkan secara langsung dalam nash.
Secara etimologis, kata al-masl/ahat, jamaknya al-maslahah berarti sesuatu yang
baik, yang bermanfaat. Dan ia merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan.
Maslahat kadang-kadang disebut pula dengan ishtilah “as-tas/ahah”, yang berarti
mencari yang baik.*

Maslahah mursalah menurut Abdul wahab Khalaf diartikan sebagai
kemaslahatan yang secra hukum tidak disyariatkan oleh syara’ serta tidak ada
dalil syara’ yang menerangkan serta membatalaknnya. mas/ahah mutlak karena
tidak ada dalil yang membatalaknnya.”> Abd al-Wahhab Khallaf merangkum
syarat-syarat maslahah dapat dijadikan hujjah harus meliputi:

a. Kemaslahatan itu harus hakiki dan tidak boleh didasarkan pada prediksi (wahm),

b. Kemaslahatan harus berlaku secara universal dan untuk semua lapisan dan

bukan untuk orang perorang atau untuk kelompok tertentu (parsial) dan

3! Mohammad Rusf, “Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum”, Dalam
Jurnal Al-‘Adalah, Vol. Xii, No. 1 Juni (2014).him. 60

%2 Muksana Pasaribu, “Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum
Islam”, Jurnal Justitia VVol. 1 No. 04 Desember (2014).hIm.351

** Abdul Wahab Khalaf, Ushul Figih, Alih Bahasa Moh.Zuhri, Cet.Ke-2 (Semarang: Dina
Utama Semarang,2014) him. 139.
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c. Pelembagaan hukum atas dasar kemaslahatan (maslahah mursalah) tidak
boleh bertentangan dengan tata hukum dan dasar-dasar penetapan nas (Al-
Qur’an dan Sunnah) dan ijma**

Macam-macam Maslahah meliputi:
a. Maslahah Mu’tabarrah (dapat diterima).

b. Maslahah Mulghah kemaslahatan yang tidak ada dalil yang
mensyari’atkannya, bahkan di tolak oleh syari’at penggunaanya

¢. Maslahah Mursalah

kamaslahatan yang belum tertulis dalam nashdan ijma’, serta
tidak ditemukan nashatau ijma’yang melarang atau memerintahkan
mengambilnya. Kemaslahatan ini dilepaskan oleh syari’(Allah  Swt.
dan Rasul-Nya) dan diserahkan kepada manusia untuk mengambil
atau tidak mengambilnya. Jika kemaslahatan itu diambil oleh
manusia, maka akan mendatangkan kebaikan bagi manusia itu sendiri,
jika tidak diambil juga tidak akan mendatangkandosa.

Secara gari sebesar Maslahah menekankan pada pertimbangan bagi agenda
kemanusiaan dalam hukum, untuk memelihara limhal pokok; agama, jiwa, akal,
keturunan dan harta. Atau disebut juga sebagai sifat yang melekat pada struktur
hukum beru upaya untuk mengambil hal positif dan meninggalkan yang negatif
bagi manusia, nyata maupun tersembunyi dalam pandanga manusia. Produk

hukum yang ditetapkan dengan metode mas/ahah dinilai lebih efektif dalam

% Mohammad Rusfi, “Validitas Maslahat al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum”,.. him.
70
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menyikapi dan menjawa permasalahan-permasalahan mu’amalah kontekstual
(kekinian) yang belum disebutkan ketentuan hukumnya secara jelas dalam nash.
bertujuan untuk merealisasikan dan memelihara kemaslahatan umat manusia
secara maksimal yang merupakan cerminan manifestasi dari konsep magashid

syariah.*®®

F. Metodologi Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research)
yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa
yang terjadi pada kelompok masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti akan
melakukan penelitian secara langsung kepada DP3AP2 Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta terkait dengan pembentukan UU TPKS dan pemberlakuannya di
masyarakat dilihat dari segi pelayanan dan pendapingan yang diberikan oleh
DP3AP2 DIY.
2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Dimana Penelitian ini berfokus

pada bagaimana sudut Pandang DP3AP2 terhadap pembentukan UU TPKS

% Hendri Hermawan Adinugraha, dan ‘“Mashudi, Al-Maslahah Al-Mursalah dalam
Penentuan Hukum Islam”, dalam jurnal Jurnal llmiah Ekonomi Islam, vol. 4 No,1 maret
(2018).hIm. 74-75
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melihat dari banyak kasus yang terjadi DIY serta bagaimana upaya DP3AP2
untuk menanggulangi kasus kekerasan seksual dilihat dari segi pelayanan dan
pendampingan.
3. Pendekatan penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan
menggunakan metode pendekatan sosiologis dimana penelitian ini berisi tentang
identifikasi terhadap perilaku manusia baik perilaku verbal yang didapat dari
wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan
langsung. dalam penelitian ini sumber data utama terletak pada data wawancara
yang peneliti ajukan kepada DP3AP2 DIY terkait dengan pembentukan UU
TPKS dan pemberlakuannya di masyarakat dilihat dari segi pelayanan dan
pendampingan terhadap korban kejahatan seksual.®
4.  Sumber Data
a. Primer
Sumber data primer yang digunakan adalah hasil wawancara
dengan DP3AP2 DIY dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022
tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
b. Sekunder
Sumber data ya sekunder berebentuk, buku-buku hukum, jurnal
hukum, penelitian hukm yang menjadi pendukung penelitian.

c. Tersier

*® Muhaimin. “Metode Penelitian Hukum”, (Mataram: Mataram University Press, 2020)
,him.80
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Sumber data pendukung peneltian seperti foto maupun
dokumentasi lain seprti catatan atau lainya.
5. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara
Penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur
untuk mengetahui bagiaman upaya serta respon dari DP3AP2 terhadap
pembentukan UU TPKS dan penerapannya di masyarakat dilihat dari segi
pelayanan dan pendampingan korban kejahatan seksual. Pada Teknik
pengumpulan data peneliti mengajukan pertanyaan kepada Dra. Yohana
Santi Roestriyani sebagai sekretaris (FPKK)/ P2TPAKK RDU dan lka
Puji Widjayanti, S.Psi sebagai pengawas perempuan dan anak di DP3AP2
terkait dengan respon terhadap UU TPKS, pelaksanaan serta bentuk
perlindungan terhadap perempuan.
b. Tenik observasi
Pada Teknik observasi penelitian secara langsung datang dan
melakukan wawancara secara langsung kepada PD3AP2 DIY atau
responden lain yang berkaitan dengan penelitian sebagai  data
pendukung.
C. Dokumentasi
Dokumentasi berupa foto-foto saat wawancara, dokumen-
dokumen, buku-buku dan catatan-catata pendukung penelitian.

6. Teknik Analisis Data
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Pada teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah data hasil
wawancara yang telah peneliti dapatkan baik berupa hasil rekaman, dokumentasi
berupa catatan, foto yang kemudian peneliti simpulkan berdasarkan data yang
didapatkan. Kemudian menjadikan teori-teori Implementasi kebijakan, efektivitas
hukum dan maslahah mursalah. Penelitina ini dilakukan di kantor DP3AP2 yang
berlokasi di JI. Tantara Rakyat Mataram No.31, Bumijo. Kecamatan Jetis, Kota

Yogyakarta, Darah Istrimewa Yogyakarta Kode Pos 55231.

G. Sistematika pembahasan

Bab | Pendahuluan. Pembahasan bab ini memuat aspek umum dalam
penelitian yang dibahas secara intensif dan signifikan. Aspek penelitian dimaksud
mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan
penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika
penelitian.

Bab Il konsep islam: konstelasi al-maslahah dan efektifitas hukum. Pada
bab ini memuat tentang diskursus a/-masiahah studi dan efektifitas hukum secara
intensif dan kritis. Selain itu bertolak pada perkembangan studi konsep efektifitas
hukum Indonesia sebagimana dilihat dari konsep fikih Indonesia. Maka dari itu

peneliatan ini  merujuk konseptual-kritis hukum. Sehingga menghasilkan
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kesimpulan diskurus pada suatu kebijakan yang dibuat oleh negara terutama UU
TPKS.

Bab Il efektifitas hukum UU tindak pidana kekerasan seksual,
pembahasan bab ini adalah telaah kritis terhadap munculnya Undang-Undang
nomor 12 Tahun 2022 Tindak pidana Kekerasan Seksual yang memberikan
pelindungan hukum bagi para korban pelecehan serta melihat dari sudut pandang
DP3AP2 terhadap pembentukan UU TPKS dalam pemberlakukan dimasyarakat.

Bab IV analisis dan hasil peneltian muatan bab ini bertolak pada fikih a/-
maslahah  dan pengejawantahan dari segi Efektifitas Hukum menurut sudut
pandang DP3AP2 dalam pembentukannya untuk mencapai tujuan negara
memberikan perlindungan hukum bagi para korban pelecehan serta bagi anak-
anak dan perempuan. Implikasinya dan pemberian sanksi yang tegas untuk
pelecehan seksual.

Bab V Penutup. Dalam bab ini memuat simpulan atas hasil penelitian,
serta rekomendasi secara akademis dan praktis. Adapun kritik dan saran sebagai

keterangan dalam menindaklanjuti penelitian ilmiah secara akademis-tepat.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan sebagai
berikut:

1. Berdasarkan bentuk program kerja yang telah dibentuk oleh DP3AP2 DIY
dari segi implementasi yang telah dilakukan ditandai dengan banyaknya
laporan yang masuk ke DP3AP2 DIY menunjukan sisi yang positif di
kalangan masyarakat DIY karena sudah mampu dan berani untuk
melporkan atas apa dialami sehingga dapat ditangani dengan baik. Proses
sosialisasi yang dilakukan oleh DP3AP2 DIY dari berbagai kalangan
sampai menggunakan media sosial dan juga siaran TV maupun Radion
bertujuan untuk memberikan wejangan kepada masyarakt tentang bahaya
nya kejahatan seksual bagi kejiwaan seseorang. Dalam perjalanannya
implementasi kebijakan yang dibuat oleh DP3AP2 DIY sudah berjalan
dengan baik dan mampu memberikan pelayanan dan pendampingan yang
baik untuk korban kejahatan sekusal di DIY.

2. Dilihat dari segi sistem hukumnya implementasi UU TPKS belum
berjalan dengan baik karena belum belum terdapat peraturan turunannya
sedangkan dilihat dari segi struktur hukumnya lembega penegak hukum

kurang responsif terhadap laporan korban kekerasan seksual serta dalam
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proses penanganannya terkesan berbelit belit, sedangkan dilihat dari segi

substansi
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hukumnya Pasal-pasal didalam UU TPKS masih banyak pasal yang multi
tafsir dan tidak jelas perihat isinya kemudian dari segi budaya hukumnya
masyarakat masih memegang budaya patriarki sehingga menganggap
permasalahan kekerasan sekual bersumber dari perempuan serta
menjadikan hukum sebagai jalan pintas utama untuk menyelesaikan
perkara.

. Dilihat dari segi maslahah mursalah secara lembaga DP3AP2 DIY
mampu memberikan kemudahan untuk umat manusia terutama untuk
masyarakat DIY karena memberikan pelayan untuk korban kekerasan.
Baik kekerasan sekusal mapun kekerasan lain yang berhubungan dengan
direnggutnya hak seseorang atas dirinya oleh orang lain dengan cara
pemaksaan sehingga menjadikan dirinya dibawah kuasa seseorang.
Sedangkan dilihat dari segi program kerja yang dibuat olehn DP3AP2 DIY
mampu memberikan kemudahan dan kemanfaat untuk umat manusia
maka program kerja yang dibuat oleh DP3AP2 DIY memberika
kemslahatan untuk umat manusia. Dengan pengesahan UU TPKS yang
baru disahkan pada tahun 2022 memberikan gerbang untuk umat manusia
dalam hal untuk mendapatkan keadilan atas direngutnya diri nya dan
masa depannya. Tidak bisa dipungkiri korban kejahatan seksual pasti
akan mendapatkan sanksi sosial dimasytaarakat dengan dikucilkan dan
diusir dari tempat mereka tinggal segingga menjadikan seseorang

terneggut hak hidupnya.



113

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan kepada DP3AP2

DIY maka peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan mampu

memberikan kemanfaat:

1. Pemerintah harus cepat menurunkan perturan turunannya agar UU TPKS
dapat diberlakukan.

2. Aparat penegak hukum harus mau dan mampu mempelajari dengan baik
apa isi dan substansi yang terkandung didalam UU TPKS dalam proses
ajuduikasi di pengadilan.

3. Perlu adanya revisi terkait dengan isi didalam UU TPKS agar tidak multi
tafsir karena dalam pasal-pasal tertentu banyak komponen isi yang tidak
jelas dan mengambang.

4. Penyebarang informasi terkait dengan kekerasan seksual perlu dilakukan
dengan gencar agar semua kalangan paham tidak hanya akademisi dan si
pembuat UU.

5. Porsi penjatuhan hukuman kurang optimal karena pidana penjara hanya
12 Tahun penjara seharusnya ada pidana lain yang lebih berat dari pada
pidana penjara.

6. Pemberlakuan restitusi harus jelas dalam pasal 30 dan 32 pemberian
restitusi terlihat seperti ingin melindungi orang-orang tertentu dan bahkan

bisa dibatalkan.
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7. DP3AP2 DIY harus mampu memberikan sosialisasi kepada masyarakat
dengan lebih intens dan transparan jangan hanya menggunakan
perwakilan dari masyarakat ataupun lembaga seperti sekolah dan pihak
kepolisian. Karena ketika sosialisasi hanya dengan perwakilah sangat
mungkin kalau informasi yang diberikan hanya untuk dikonsumsi mandiri
tanpa ada transfer informasi lanjutan.

8. Penyebaran informasi jangan hanya mencakup media sosial saja
melainkan turun kepalangan dengan memberikan edukasi kepada
masyarakat umum dikarenakan banyak masyarakat yang enggan melihat
hal-hal yang dianggap membosankan dan tidak semua orang mampu

mengoprasikan Smart Phone
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